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Reviu Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Tahun 2025
Nomor: 1775./KPN.W14.U27/RA1.10/X1/2025

Reviu Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Penetapan Indikator
Kinerja Utama dan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Nganjuk dalam rangka

mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk

Reviu Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 mencantumkan

program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :
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REVIU RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS | B

N@) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
Terwujudnya peradilan yang : Persentase penyelesaian perkara tepat waktu 93%
efektif, transparan, akuntabel 473 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan 99,75%
responsif dan modern. tingkat pertama kepada para pihak

13 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi 91,15%
dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

14 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan 91,15%
PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

1.8 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 95%

1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. 50%

1.1 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 6%

1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 22%

1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 5.05%

1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan 98%
e-Court

1.1 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 90%

1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) 99,05%
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AKSI/KEGIATAN

JADWAL
PELAKSANAAN

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp)

: Kegiatan

Pembinaan dan pengawasan Program 1049-Peningkatan Rp. 750.000
Aparatur Tenaga Teknis di penegakan dan | Manajemen Peradilan
lingkungan Peradilan Umum pelayanan Umum
hukum
2. | Perkara pidana yang diselesaikan | Jan- | Apr- | Jul- | Okt- | Perkara Program 1049-Peningkatan Rp.
di tingkat pertama Mar |Jun | Sep | Des penegakan dan | Manajemen Peradilan 111.000.000
pelayanan Umum
hukum
3. | Layanan Pos Bantuan Hukum Jan- | Apr- | Jul- | Okt- | Orang Program 1049-Peningkatan Rp.
dilingkungan Peradilan Umum Mar |Jun | Sep | Des penegakan dan | Manajemen Peradilan 28.000.000
pelayanan Umum
hukum
4. | Perkara peradilan umum yang Jun Okt | Perkara Program 1049-Peningkatan Rp. 220.000
diselesaikan melalui pembebasan penegakan dan | Manajemen Peradilan
biaya perkara pelayanan Umum
hukum

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Tingkat keyakinan

dan kepercayaan publik

ditetapkan

INDIKATOR

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang

TARGET
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AKSI/KEGIATAN JADWAL KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)

1. Layanan Pos Bantuan Hukum Jan- | Apr- | Jul- Orang Program

1049-Peningkatan Rp.
dilingkungan Peradilan Umum Mar |Jun | Sep | Des penegakan dan | Manajemen Peradilan 28.000.000
pelayanan Umum
hukum

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

3. | Terwujudnya manajemen 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan 75
peradilan yang transparan dan 3.2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
profesional DIPA 01 91
DIPA 03 91
33 Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran
DIPA 01 91
DIPA 03 80
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3,2
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AKSI/KEGIATAN JADWAL KELUARAN PROGRAM KEGIATAN

¥ Layanan Umum Apr Laporan Program 6986-Dukungan Manajemen | Rp. 700.000
Dukungan Administrasi Kesekretariatan
Manajemen Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama
2 Layanan Perkantoran Jan- | Apr- | Jul- | Okt- | Layanan Program 6986-Dukungan Manajemen | Rp.
Mar | Jun | Sept | Des Dukungan Administrasi Kesekretariatan | 6.756.374.0
Manajemen Tingkat Banding dan Tingkat | 00
Pertama
;. 4 Layanan Pamantauan Dan Mar Dokumen Program 6986-Dukungan Manajemen | Rp. 300.000
Evaluasi Dukungan Administrasi Kesekretariatan
Manajemen Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama

Nganjuk, 11 November 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
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